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BAB Il
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Klaim Republik Rakyat Cina (RRC) terhadap Laut Cina Selatan didasarkan
atas potensi kekayaan alam yang sangat besar. Klaim Republik Rakyat Cina atas
Laut Cina Selatan ditetapkan dalam sembilan garis putus-putus (nine dashed line)
atas Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Macclesfield
Bank, yang juga diakui oleh beberapa anggota negara ASEAN, seperti Malaysia,
Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Penetapan sembilan garis putus-putus
(nine dashed line) oleh Republik Rakyat Cina tidak hanya menyebabkan
pertentangan diantara beberapa negara anggota ASEAN, namun pertentangan juga
dinyatakan secara terbuka oleh Amerika Serikat yang tidak menerima adanya
pembangunan obyek-obyek militer, pembangunan mercusuar, dan pembangunan
fasilitas lainnya di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang dilakukan oleh
Republik Rakyat Cina.

Laut Cina Selatan menyimpan potensi konflik yang sangat besar karena
banyaknya pertentangan dari sejumlah negara yang juga mengklaim wilayah yang
terdapat di Laut Cina Selatan. Potensi konflik di Laut Cina Selatan juga
ditimbulkan oleh karena adanya tumpang tindih perbatasan antar negara.
Penetapan sembilan garis putus-putus (nine dashed line) oleh Republik Rakyat
Cina dapat dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang
terdapat dalam United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982

(UNCLOS I111). Penetapan sembilan garis putus (nine dashed line) oleh Republik
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Rakyat Cina dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada negara
lain yang berbatasan dengan wilayah Republik Rakyat Cina. Negara-negara yang
juga mengklaim (claimant states) Laut Cina Selatan memberikan pertentangan
terhadap Republik Rakyat Cina karena Republik Rakyat Cina tidak mematuhi
ketentuan yang telah diatur dengan negara yang berbatasan dengan wilayah Laut
Cina Selatan dan negara yang pengklaim Laut Cina Selatan (claimant states).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dengan ini Penulis memberikan

saran:

1. Ketentuan yang terdapat di dalam United Nations On The Law Of The
Sea 1982 (UNCLOS III) telah jelas mengatur pengaturan laut
internasional maka Republik Rakyat Cina dalam mengklaim wilayah
di Laut Cina Selatan seharusnya memperhatikan ketentuan yang telah
diatur secara jelas dalam United Nations Convention On The Law Of
The Sea 1982 (UNCLOS II1) agar tidak menimbulkan pertentangan
dari beberapa negara anggota ASEAN dan negara-negara lainnya.

2. Republik Rakyat Cina seharusnya memberitahukan secara terbuka
kepada negara lain yang berbatasan dengan wilayah Laut Cina Selatan
mengenai klaim beberapa wilayah yang terdapat di Laut Cina Selatan
agar tidak menimbulkan permasalahan tumpang tindih klaim wilayah
di Laut Cina Selatan.

3. Republik Rakyat Cina seharusnya mematuhi setiap ketentuan yang

telah diperjanjikan dengan negara-negara yang berbatasan dengan Laut
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Cina Selatan dan negara-negara yang mengklaim wilayah Laut Cina
Selatan (claimant states)agar tidak menimbulkan konflik antar negara.
Ketentuan yang sebelumnya telah diperjanjikan mengenai pengaturan
zona laut internasional di Laut Cina Selatan antara Republik Rakyat
Cina dengan beberapa anggota negara ASEAN dan negara pengklaim
wilayah Laut Cina Selatan, apabila tidak dapat menyelesaikan konflik
antar negara maka seharusnya negara-negara yang terlibat dalam
konflik melakukan pertemuan kembali untuk membahas mengenai
kelanjutan pengaturan zona laut internasional di Laut Cina Selatan
sehingga menghasilkan perjanjian yang secara tegas mengatur
pengaturan zona laut internasional di Laut Cina Selatan dan adanya
pengaturan pengenaan sanksi pembayaran ganti rugi dan pengenaan
sanksi pidana bagi negara-negara yang melanggar ketentuan yang telah
disepakati sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang akan

terjadi dikemudian hari.
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